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Abstract. This study examines the process of risk normalization in the waste management crisis at Niyama
River, Besuki District, Tulungagung Regency, which serves as a cross-district drainage confluence and the
operational site of a run-of-river hydroelectric power plant (PLTA). Drawing on Ulrich Beck’s Risk Society
framework and Berger and Luckmann’s social construction of reality, this qualitative research employed
field observation and semi-structured interviews with key actors, including the RT 09 Chairperson and the
Village Head of Besuki. Findings reveal that the waste crisis at Niyama River cannot be reduced to
technical failure alone; rather, it is the product of unequal risk distribution, institutional governance gaps,
and organized irresponsibility across jurisdictional boundaries. Continuous waste-dumping practices, the
absence of effective risk communication, and limited institutional capacity have collectively normalized
ecological pollution as an accepted feature of daily life. Through the dialectic of externalization,
objectivation, and internalization, waste disposal has evolved from individual habit into a social fact,
ultimately generating a condition of falling back to sleep, the gradual loss of communal sensitivity to
persistent ecological threats. These findings indicate that ecological risk normalization plays a critical role
in reproducing environmental crises sustainably. Addressing the waste emergency at Niyama and similar
rural-urban buffer zones requires a paradigmatic shift: from reactive, jurisdiction-based governance
toward an ecosystem-centered approach that recognizes communities’ rights to risk information,
meaningful participation, and equitable burden-sharing
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Abstrak. Persoalan sampah di kawasan penyangga rural-urban merupakan salah satu tantangan lingkungan
yang semakin kompleks di Indonesia. Sungai Niyama di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung,
memperlihatkan bagaimana akumulasi sampah lintas wilayah tidak hanya menimbulkan pencemaran
lingkungan, tetapi juga membentuk risiko ekologis yang terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan menganalisis proses normalisasi risiko dalam krisis pengelolaan sampah di Sungai
Niyama melalui perspektif Masyarakat Risiko (Risk Society) Ulrich Beck dan teori konstruksi sosial Peter
L. Berger dan Thomas Luckmann. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi
lapangan dan wawancara terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan di kawasan
Sungai Niyama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis sampah di Sungai Niyama tidak dapat
dipahami semata sebagai kegagalan teknis pengelolaan limbah, melainkan sebagai konsekuensi dari
distribusi risiko ekologis yang tidak merata, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta proses sosial yang
menormalisasi keberadaan pencemaran dalam kehidupan sehari-hari. Praktik pembuangan sampah yang
berlangsung secara terus-menerus, absennya komunikasi risiko yang efektif, dan keterbatasan kapasitas
kelembagaan telah mendorong terbentuknya kondisi di mana masyarakat menerima pencemaran sungai
sebagai realitas yang wajar. Temuan ini menunjukkan bahwa normalisasi risiko ekologis berperan penting
dalam mereproduksi krisis lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di
kawasan penyangga seperti Sungai Niyama memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada solusi
teknis, tetapi juga pada penguatan kesadaran risiko, partisipasi masyarakat, dan tata kelola lingkungan yang
lebih terintegrasi serta berkeadilan.

Kata kunci: masyarakat risiko, normalisasi risiko, pengelolaan sampah, Sungai Niyama, konstruksi sosial

Naskah Masuk: 11 Juni 2026; Revisi: 11 Juni 2026; Diterima: 12 Juni 2026; ; Terbit: 13 Juni
2026.


https://doi.org/10.61722/jinu.v3i5.10909
mailto:Habibauliya550@gmail.com
mailto:jiddanalfarrasalfarras@gmail.com
mailto:azahid19@uinsatu.ac.id

1. LATAR BELAKANG

Ekosistem sungai memiliki peran vital sebagai penopang layanan hidrologis yang
menentukan kualitas kehidupan masyarakat (Nefilinda et al., 2025). Berdasarkan laporan
CNBC Indonesia, kekayaan sumber daya air di Indonesia tercermin dari keberadaan
sekitar 70.000 sungai yang terbagi dalam 42.210 daerah aliran sungai (Chiquitita, 2025),
namun mayoritas badan air tersebut kini berada dalam kategori polusi berat akibat
akumulasi limbah plastik ilegal (Sakti et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya
kegagalan sistemik pengelolaan sampah yang tidak bersifat teknis, tetapi juga berkaitan
dengan distribusi risiko ekolohis yang tidak berata antara pusat kota dan kawasan

penyangga rural-urban.

Fenomena tersebut tampak secara konkret di Sungai Niyama, Kecamatan Besuki,
Kabupaten Tulungagung sebuah muara drainase lintas kabupaten yang sekaligus menjadi
lokasi oprasional PLTA tanpa bendungan. Sungai ini menerima aliran sampah dari
seluruh wilayah Tulungagung dan Trenggalek, namun Bapak Suharto selaku kepala desa
mengatakan bahwa besuki hanya menyumbang 2% dari total sampah tapi justru
menanggung beban ekologis terbesar (Wawancara Bapak Suharto, 22 Mei 2026). Situasi
ini mencerminkan apa yang disebut (Ipsen & McMillan Lequieu, 2025) sebagai sacrifice
zones: wilayah-wilayah yang secara struktural menanggung konsekuensi ekologis dari

konsumsi urban tanpa mendapatkan kompensasi setara.

Sebagian besar penelitian terdahulu tentang penggelolaan sampah sungai di
Indonesia cenderung bertumpu pada solusi teknis-manejerial (Indrawati, 2011; Meidiana
& Gamse, 2010; Munawar et al., 2018) atau analisis perilaku individual (Mori et al., 2024;
Nejadsadeghi et al., 2025; Zhang et al., 2022), tanpa cukup memperhatikan bagaimana
risiko lingkungan diproduksi, didistribusikan, dan dinormalisasi secara sosial. (Zunariyah
et al., 2025a) menunjukan pentingnya dinamika partisipasi warga dan modal sosial dalam
transformasi komunitas bantaran sungai, namun dimensi kontruksi sosial atas normalisasi

risiko khususnya dikawasan rural-urban belum mendapat perhatian yang memadai.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada integrasi kerangka Risk Society (Beck,
1992) dengan dialektika Kontruksi Sosial (Berger & Luckmann, 2016) untuk
menjelaskan bagaimana risiko ekologis tidak hanya diproduksi dan didistribusikan secara

tidak merata, tetapi juga dinormalisasi hingga diterima sebagai realitas sosial yang wajar.
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Dengan mengambil kasus Sungai Niyama sebagai kawasan penyangga rural-urban,
artikel ini bertujuan menganalisis pertama bagaimana governance gap dan organized
irresponsibility menghasilkan distribusi risiko yang timpang di Sungai Niyama, kedua
bagaimana proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi membentuk normalisasi
risiko ekologis, dan ketiga implikasi normalisasi tersebut bagi kemungkinan transformasi

tata kelola lingkungan.
2. KAJIAN TEORITIS
Risk Society dan Organized Irresponsibility

Risk Society (Risiko gesell Schaft) (Beck, 1992) menegaskan bahwa modernisasi
secara paradoksal melahirkan risiko-risiko yang melampaui institusi tradisional untuk
mengendalikannya (Krahmann, 2011). Berbeda dari distribusi kemakmuran yang
mengikuti logika kelas, risiko ekolohis menyebar lintas batas geografis, administratif, dan
sosial secara tidak terprediksi. Di negaara berkembang, kapasitas kelembagaan yang
terbatas dan koordinasi antar pemerintah yang lemah menyebabkan risiko ini mengendap
secara tidak proposional pada komunitas yang paling sedikit berkontribusi terhadap

produksinya (Bengtsson et al., 2012; Gopakumar, 2011).

Konsep organized irresponsibility (Beck, 1992) menjelaskan mekanisme di mana
setiap aktor dalam sistem dapat merujuk pada aturan dan prosedurnya sendiri untuk
melegitimasi ketidakresponsifnya terhadap risiko kolektif. Kondisi ini menghasilkan
governance gap kesenjangan antara kebutuhan pengelolaan ekologis lintas batas dan
kapasitas kelembagaan yang terfragmentasi secara yurisdiksi (Bulkeley & Betsill, 2005;
Meadowcroft, 2007). Ketika tidak ada satu pun aktor yang merasa memiliki tanggung
jawab penuh atas sistem secara keseluruhan, risiko ekologis terakumulasi tanpa

pengawasan memadai dan dalam jangka panjang (ternormalisasi).

Konstruksi Sosial Realitas dan Normalisasi Risiko

(Berger & Luckmann, 2016) menjelaskan konstruksi realitas sosial melalui tiga
momen dialektis: eksternalisasi (proyeksi kebiasaan kolektif ke dunia luar), objektivasi

(transformasi kebiasaan menjadi fakta sosial yang tampak berada di luar kendali
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individu), dan internalisasi (penyerapan realitas obyektif ke dalam kesadaran subyektif).
Kerangka ini memungkinkan analisis tentang bagaimana praktik destruktif terhadap
lingkungan dapat bertahan dan bahkan menguat, karena setiap momen dialektis

memperkuat dan direproduksi oleh momen berikutnya (Kline, 2001).

Normalisasi risiko sebagaimana dikonseptualisasikan dalam literatur risk
perception terjadi ketika komunitas yang berulang kali terpapar bahaya tanpa
menyaksikan konsekuensi akut yang dramatis mengembangkan risk habituation:
ancaman yang persisten namun gradual kehilangan daya gangguannya dan diterima
sebagai bagian dari latar belakang normal kehidupan (Roeser, 2012; Njoku et al., 2019a).
Dalam kerangka (Hird et al., 2014a), kondisi ini disebut falling back to sleep tertidurnya
kesadaran kolektif terhadap ancaman yang sesungguhnya terus berlangsung. Proses ini
tidak semata-mata produk ketidaktahuan, melainkan respons rasional terhadap kondisi
struktural: ketika pengetahuan tentang risiko tidak tersedia, intervensi institusional tidak
efektif, dan pilihan alternatif tidak terjangkau (Brown, 1992a).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif Risk Society
dan Konstruksi Sosial sebagai kerangka analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui
dua metode, pertama observasi lapangan di lokasi persebaraan sampah di sepanjang
bantaran Sungai Niyama yang diaksanakan pada April — Mei 2026 untuk
mendokumentasikan kondisi fisik-ekologis sungai dan mengidentifikasi pola-pola
perilaku pembuangan sampah, dan kedua wawancara semi-terstruktur dengan dua
informan kunci, yaitu Bapak Subroto selaku Ketua RT 09 Desa Besuki dan Bapak Suharto
selaku Kepala Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Informan
dipilih secara purposive karena memiliki pengetahuan langsung mengenai dinamika
pengelolaan sampah, kondisi lingkungan, dan relasi antarlembaga yang berkaitan dengan

Sungai Niyama.

Analisis data dilakukan secara interpretatif dengan menghubungkan temuan
observasi dan keterangan informan dengan konsep-konsep utama dalam teori Risk
Society, seperti distribusi risiko, governance gap, dan organized irresponsibility, serta
kerangka konstruksi sosial yang meiputi eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Untuk meningkatkan kredibiltas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber
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melalui perbandingan hasil observasilapangan, wawancara, dan berbagai literatur

maupun dokumen yang relevan dengan pengelolaan sampah dan tata kelola lingkungan.

Sungai Niyama dipilih sebagai lokasi fokus penelitian karena poosisinya sebagai
zona penyangga rural-urban yang menerima tekanan ekologis lintas yuridiksi, sekaligus
menjadi lokasi oprasional PLTA tanpa bendungan yang dikenal sebagai salah satu yang
pertama di Asia. Karakteristik tersebut menjadikan Sunagi Niyama sebagai konteks yang
relevan untuk mengkaji hubungan antara pembangunan infrastruktur, tata kelola

lingkungan, dan distribusi risiko ekologis.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Governance Gap dan Organized Irresponsibility di Sungai Niyama

Sungai Niyama menerima aliran sampah dari seluruh Tulungagung dan Trenggalek,
meliputi sampah-sampah seperti, bambu, eceng gondok, sampah domestik, kayu, dan
limbah industri yang terbawa arus tanpa kendali dari hulu. Perum Jasa Tirta (PJT) sebagai
pengelola kebersihan di hadapan turbin PLTA telah memasang pelampung besi dan
mengerahkan 5-10 truk per hari untuk pengerukan rutin, namun kapasitas ini jauh dari
kata memadai dalam menghadapi volume sampah yang masuk, khususnya saat banjir
besar yang memaksa dilakukannya prosedur Flushing yang mengalirkan seluruh
akumulasi sampah ke laut (Wawancara informan Suharto, 22 Mei 2026).

Konfigurasi kelembagaan di Niyama secara struktural menghasilkan organized
irresponsibility PJT bertanggung jawab di depan terowongan, pemerintah Kabupaten
Tulungagung dan Trenggalek masing-masing bertanggung jawab atas sampah di wilayah
yurisdiksinya, dan pemerintah Desa Besuki tidak memiliki kewenangan atas sampah yang
bersumber dari luar desa. Tidak ada satu pun aktor yang merasa memiliki tanggung jawab
penuh atas sistem secara keseluruhan. Bapak Subroto, Ketua RT 09, menyatakan bahwa
limbah dari Tulungagung dan Trenggalek terus mengalir ke sini dan sudah ada kebijakan
dari PLTA maupun PJT, namun implementasinya bergantung pada kesadaran manusia
(Wawancara Informan Suharto & Subroto Mei 2026). Ketiadaan mekanisme koordinasi
lintas batas yang mengikat ini merupakan ciri khas ‘polycentric governance without
coordination’ sistem multi-aktor tanpa mekanisme agregasi yang efektif (Bengtsson et
al., 2012; Ostrom, 2010).
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Dampak dari governance gap ini paling terasa bagi komunitas Desa Besuki. Bapak
Suharto, Kepala Desa Besuki, menegaskan bahwa warganya hanya menyumbang sekitar
2 persen dari total sampah di sungai, namun justru menanggung dampak paling berat:
pencemaran air tanah, polusi udara, dan proliferasi lalat akibat penimbunan sampah hasil
pengerukan PJT di dekat pemukiman (Wawancara Informan Suharto, 22 Mei 2026). Ironi
ini semakin tajam karena Desa Besuki sebagai lokasi PLTA yang menyediakan energi
bagi wilayah yang jauh lebih luas pernah mengalami kesulitan mengakses air bersih dan
listrik akibat penggalian yang menurunkan muka air tanah (Wawancara Informan
Suharto, 22 Mei 2026). Sebuah ketidakadilan distribusional yang memperlihatkan bahwa
manfaat pembangunan dan beban risiko terdistribusi secara sangat tidak merata (Post &
Baud, 2003; Ipsen & McMillan Lequieu, 2025). Kondisi ini sejajar dengan temuan
(Dwiky et al., 2026) yang menunjukkan bahwa komunitas bantaran sungai merupakan
penerima utama risiko ekologis tanpa kuasa memengaruhi kebijakan di tingkat lebih
tinggi.

Eksternalisasi dan Objektivasi: Konstruksi Sampah sebagai Fakta Sosial

Dalam kerangka (Berger & Luckmann, 2016), pembuangan sampah ke Sungai
Niyama telah melewati tiga momen dialektis secara sempurna. Pada tahap eksternalisasi,
praktik membuang limbah pakan ternak, sisa pertanian, dan sampah domestik ke parit-
parit kecil yang bermuara ke Niyama bukan lagi tindakan individual yang disengaja,
melainkan proyeksi kolektif dari kebiasaan yang telah tertanam jauh sebelum
infrastruktur persampahan formal hadir. Bapak Subroto mengungkapkan bahwa limbah
pakan ternak dan eceng gondok dari parit-parit kecil sudah sejak lama terbawa ke sungai
setiap musim hujan sebuah rutinitas yang tidak lagi membutuhkan keputusan sadar
(Wawancara Informan Subroto, 18 Mei 2026).

Ketika eksternalisasi berlangsung cukup lama tanpa intervensi bermakna berarti
mereka memasuki tahap objektivasi, kebiasaan subyektif bertransformasi menjadi
kenyataan obyektif yang tampak berada di luar kendali individu mana pun. Di Sungai
Niyama, objektivasi tampak dalam cara warga dan aparatur desa mendeskripsikan sumber
sampah ‘selalu datang dari luar’, dari hulu, dari Trenggalek, dari Tulungagung.
Pernyataan Bapak Suharto bahwa masyarakat Besuki hanya menyumbang 2 persen

sampah mencerminkan objektivasi masalah sebagai sesuatu yang berada di luar
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jangkauan tindakan lokal(Wawancara informan Suharto, 22 Mei 2026). Dalam perspektif
(Cornea et al., 2017), ketidakseimbangan kapasitas antara PJT, pemerintah kabupaten,
dan pemerintah desa dalam arena tata kelola lingkungan menghasilkan solusi yang
mengutamakan efisiensi operasional institusi besar atas perlindungan komunitas
terdampak dengan demikian mengonfirmasi objektivasi masalah sebagai fakta sosial

yang ‘sudah dari dulu begitu’.

Absennya edukasi lingkungan yang terstruktur memperkuat proses objektivasi ini.
Bapak Subroto menegaskan tidak pernah ada program edukasi khusus mengenai
pengelolaan sampah di tingkat komunitas bantaran (Wawancara Informan Subroto, 9 Mei
2026). Bapak Suharto menambahkan bahwa sosialisasi yang pernah dilakukan melalui
rapat bersama antara pemerintah desa, masyarakat, PJT, dan kecamatan tidak berdampak
signifikan karena sumber utama sampah berasal dari luar yurisdiksi desa (Wawancara
informan Suharto, 22 Mei 2026). Tanpa kerangka konseptual yang memadai untuk
memahami mekanisme bahaya dan jalur paparan, masyarakat mengandalkan persepsi
indrawi langsung sebagai proksi risiko, mengabaikan bahaya-bahaya yang tidak tampak
seperti kontaminasi mikroplastik atau akumulasi logam berat (Wynne, 1996; Kumar et
al., 2026). Pembuangan sampah yang dilakukan secara diam-diam sebelum subuh yang
diidentifikasi warga sebagai tindakan ‘orang luar’ (Wawancara Informan Subroto, 18
Mei 2026). memperlihatkan bagaimana objektivasi masalah juga berfungsi melemahkan

tanggung jawab kolektif melalui mekanisme penyangkalan (Zunariyah et al., 2025a).
Internalisasi dan Falling Back to Sleep: Normalisasi Risiko di Bantaran Niyama

Momen paling kritis dari dialektika konstruksi sosial di Niyama adalah
internalisasi, proses di mana realitas objektif tentang sampah diserap kembali kedalam
kesadaran subyektif komunitas sebagai bagian dari identitas dan cara pandang mereka.
Masyarakat seakan masa bodoh (Wawancara informan Subroto, 18 Mei 2026). Bukan
sekedar menggambarkan apatis indivirual, melainkan produk akhir dari proses sosial
yang Panjang di mana ancaraman lingkungan tetap diserap sebagai bagian tak terpisahkan
dari kondisi hidup sehari-hari. Bau busuk dari sampah organik tidak lagi dipersepsikan
sebagai sinyal bahaya, melainkan sebagai pertanda pergantian musim. Ikan yang mabuk
akibat limbah industry illegal tidak lagi mendorong protes, tetapi menjadi kesempatan

yang dinantikan sebagai warga untuk memanen ikan dengan mudah.
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Kondisi ini merupakan manifestasi konkret dari falling back to sleep tertidurnya
kesadaran kolektif terhadap ancaman yang terus berlangsung(Hird et al., 2014b). Tidak
ada peristiwa tunggal yang dramatis di Niyama tidak ada ledakan TPA seperti
Leuwigajah, tidak ada banjir yang menenggelamkan pemukiman secara permanen. Yang
ada adalah akumulasi gradual: sampah yang sedikit demi sedikit menumpuk, kualitas air
yang memburuk namun sulit dibuktikan langsung. Paparan kronis semacam ini, tanpa
krisis akut, secara konsisten menghasilkan normalization of pollution kondisi di mana
tingkat pencemaran yang membahayakan dipersepsikan sebagai kondisi "biasa" yang
tidak memerlukan tindakan mendesak (Auyero & Swistun, 2009; Njoku et al., 2019b;
Norsa’adah et al., 2020a).

Normalisasi ini tidak semata-mata produk ketidaktahuan, melainkan respons
rasional terhadap kondisi struktural di mana pengetahuan tentang risiko tidak tersedia,
intervensi institusional tidak efektif, dan pilihan alternatif tidak terjangkau (Brown,
1992b). Penelitian mengenai komunitas di sekitar lokasi pencemaran kronis di Asia
menunjukkan bahwa semakin lama komunitas terpapar degradasi lingkungan tanpa
respons kebijakan memadai, semakin dalam proses normalisasi berlangsung, dan semakin
sulit memulihkan kepekaan komunal terhadap risiko (Norsa’adah et al., 2020b). Di
Niyama, lebih dari satu dekade kondisi sampah yang tidak tertangani secara sistematis
telah menciptakan kondisi di mana darurat sampah telah berhenti menjadi darurat dalam

persepsi komunitas dan berubah menjadi kondisi kronis yang dinormalisasi.
Implikasi Normalisasi Ekologis bagi Transformasi Tata Kelola

Beck, (2009) berpendapat bahwa masyarakat risiko mengandung potensi
emansipatoris risiko modern yang bersifat lintas batas dapat menjadi basis kesadaran
kolektif baru yang melampaui batas-batas kelas tradisional. Namun, potensi ini hanya
terealisasi jika risiko dikenali sebagai risiko jika masyarakat memiliki pengetahuan,
kerangka interpretasi, dan ruang deliberatif untuk mendefinisikan kondisi mereka sebagai
tidak dapat diterima. Di Niyama, normalisasi ekologis secara sistematis melemahkan
kondisi-kondisi tersebut: ketika sampah dipersepsikan sebagai kondisi normal, tidak ada

tekanan dari bawah yang mendorong reformasi tata kelola yang lebih mendasar.

Kepala Desa Besuki mengusulkan mesin daur ulang berbasis komunitas yang

mengolah sampah organik menjadi pupuk sekaligus menyerap tenaga kerja lokal sebagai
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solusi jangka menengah sebuah pendekatan bottom-up yang menurut Lubis &
Hamidipradja, (2025) lebih efektif menyentuh kesadaran warga dibandingkan sosialisasi
formal dari atas. Bapak Subroto juga menekankan peran mahasiswa dan program KKN
sebagai agen rekonstruksi persepsi risiko (Wawancara Bapak Subroto, 9 Mei 2026).
Studi tentang komunitas bantaran sungai di Indonesia menunjukkan bahwa transformasi
sosial yang bermakna hanya dapat dicapai melalui intervensi yang secara bersamaan
menyasar ketiga lapisan dialektis: membongkar rutinitas eksternalisasi melalui edukasi
partisipatif, meredefinisi tanggung jawab kolektif untuk menggeser objektivasi yang
melemahkan agensi, serta membangun pengalaman keberhasilan konkret untuk
menggantikan normalisasi risiko dengan kesadaran ekologis aktif (Zunariyah et al.,
2025b).

Meminjam bahasa Beck, (2006), yang terjadi di Niyama adalah kegagalan ganda:
kegagalan institusi mencegah produksi risiko ekologis, dan kegagalan mendistribusikan
risiko yang terlanjur ada secara adil dan transparan. Tanpa pergeseran paradigmatik dari
pendekatan reaktif berbasis yurisdiksi menuju pendekatan proaktif berbasis ekosistem
yang mengakui hak komunitas terdampak atas informasi risiko, partisipasi bermakna, dan
kompensasi yang adil krisis sampah di Niyama dan kawasan penyangga serupa di
Indonesia akan terus berlangsung sebagai kedaruratan yang dinormalisasi bukan
pengecualian yang menunggu untuk diselesaikan, melainkan kondisi struktural yang

direproduksi setiap hari (Joss et al., 2019).
5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa krisis sampah di Sungai Niyama bukan sekadar
kegagalan teknis pengelolaan limbah, melainkan produk dari proses sosial yang lebih
dalam: distribusi risiko yang tidak adil, governance gap antarlembaga, dan organized
irresponsibility lintas yurisdiksi yang secara bersama-sama menghasilkan normalisasi
ekologis. Melalui dialektika eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, praktik
pembuangan sampah telah bertransformasi dari kebiasaan individual menjadi fakta sosial
yang diterima sebagai kewajaran lingkungan. Kondisi falling back to sleep yang
teridentifikasi di komunitas bantaran Niyama memperlihatkan bahwa darurat sampah
telah berhenti menjadi darurat dalam persepsi kolektif sebuah proses yang secara aktif

melemahkan kapasitas komunitas untuk menuntut perubahan.
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Temuan ini menegaskan urgensi pergeseran paradigma tata kelola dari
pendekatan reaktif berbasis yurisdiksi menuju kerangka berbasis ekosistem yang
menempatkan keadilan distribusi risiko sebagai prinsip utama. Penguatan kesadaran
risiko melalui edukasi lingkungan partisipatif, pembangunan mekanisme koordinasi
lintas lembaga yang mengikat, serta pemberian ruang bermakna bagi komunitas
terdampak dalam pengambilan keputusan merupakan prasyarat bagi transformasi yang
berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan informan yang terbatas
pada dua aktor lokal; penelitian lanjutan perlu melibatkan perspektif institusional dari
PJT, pemerintah kabupaten, dan komunitas hulu untuk memperoleh gambaran yang lebih
komprehensif tentang arsitektur tata kelola risiko di kawasan ini.
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